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ABSTRAK

Maohkamah Konstitusi  sebapai  lembaga nepara baro dafam  sistem
ketatancgaraan Republik Indonesia disabkan dalamy Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat tapngeal 9 Movember Tabun 2000, Perubghan dilatar
belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan vang demakratis
denpan “ehecks amd balanees” yang selara dan scimbang diantara cabang-cabang
kekugsasn, Salah satu bentuk gagasan penguatan * checks amd bolances™ adalah
pembentukan Mabkamah Eonstitust sehagai jawaban atas keinginan agar lembaga
vudisial melakukan penpujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang
asar vang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan. Mahkamah Keonstitusi
sehapai bagian dari Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 C perubahan Ke
[l Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki
empat kewenangan den satle kewajiban. Mahkamah  Konstitusi - berwenang
mengadili pada tingkatl pertama dan terakhir vang putussnnya bersifat fingl untuk
(1) Menguji Undeng-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. (2} Memutus
sengketa kewenangan lembaga MNegara yang kewenangannya diberikan oleh
Lindang-LUindang Duser, (39 Memutus pembubaran Partai politibke (49 Memutus
perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan kewajibannva adalah memberikan
pulusan alas pendapal Dewan Perwakilan Rakvat mengenal dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan‘atau Wakil Presiden mesuvrut Undang-Undang Dasar. Dalam
sislem ketataneparasn dan kebuasaan kehakiman di Indonesia masih banvak
warga Negarg yang tidak memahami kedudukan Mabkamah Konstitusi schingga
senpgheta vang seharusnyva diselessikan di Mahkamah Konstitesi disjukan ke
Penpadilan Mepgeri ataupun schaliknva, Schubungan hal diatas timbul beberapa
permasalahan vaite - (1) Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitosi dalam
sistem Ketatanegaraan dan kekuasaan Kebakiman di Indonesia menume Uindang-
Lmdang Momar 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (2] Kendala-
kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dan usaha dalam mengatasinys.
Untuk memjawab permasalohan di atas, penelitt melakukan penelitian hukum
noermatif dengan menggunakan studi kepustakase guna memperaleh data schunder
melaloi  dokumen yoitu dengan cora menggumpulkan, mempelajari dan
menganalisa eori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan permaselahan yang dibohos. Berdasarkan penclitian vang penulis lakukan
terlihat bahwa Mahkamah konstitus) sebagai salah sas Lembaga Negara dalam
sistem ketatanegaraan dan kekessaan kehakiman belum dapat  menenakkan
keadilan. karena masih ada putusan yang menimbuolkan kontroverst di tengah
masyoerakal untuk o ME hendoknya diberi kewenanpan untuk melakukan
Corsditenioned Compdain (Pengaduan Konatitesi) dan Constitutions| Question
[ Fertanvaan terhadap Konstitusional).



T

BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Undang-Undang  Duaser Nepara Republik  Indenesia Tahun 1945
tselanjutnys  disingkat  ULIINED 1945 menegaskan  balwa  kekuoasaan
tertinggl beradn di tangan rakyat, diosamping o juga dinyvatakan hahwi
nepara ndonesia adalah negara hubium. Di sind terlihat jeles bahwa hukum di
Megara Indonesia ditempatksn pada posisi yang sangat tinggd dan strategis
dalam sistem ketatanegaragn Republik [ndonesia. Dalam hal ini sctiap
perbuatan dan tindakan yang tidak sesuzi denpan peraturan perundang-
undangan  yang berlaku  harus  dijatehi hukeman  vang sesuai dengan
pelangearan vang tefah dilakukan.

Dalam mewujudkan nepara hukum, persn dan partisipasi dari seluruh
warza masvarakat sargat diharapkan untuk mematuhi scpala aturan dan nosma
wang berlaku di dalam masvarakat, sehingea fjuan dan cita-cita bangsa
Indonesia dapat terlaksana. T samping ito ontuk mewujodkan nepara hukum
tidak  saju diperlukan  nomma-norma hukum slau peraturan  perundang-
undangan sehagai substansi hukom tetapi juga diperlukan lembaga atau badan
penggeraknya sebagar strukiur hukum dengan didukung oleb prilaku hukum

seluruh komponen masyvarakst schazai budava hukum.

T e —

Driiik Priweela Tk, Shsbstean, Nedudbon, e vy Korisd Fafisiod, Prosiest Posiaka
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[ sini terlithat secars jelas habwa dalam pensgakan hukum diperlukan
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i

peran serta dan lembaga nepara yang berwenang sebagal bagion dari
kekuaszan kehakiman, Dalam hal ini ada 2 {dua) lemnbaga negara vang diberi

wewenang oleh ULDNRID 1945 untok melakukan Kekuasaan Kehokiman,

vaitu Mahkamah Agung (selanjuinva disinakat MA) besena badan-badan
peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat
: MK}

Nepara Indoenesia merupakon Negarn Hukum vang demokratis, dalam

penvelengzeroan peradilan Indonesia harus menyelenggarakan  peradilan

L secarn bebas, mandint dan tidak memihak. Hal ini tidak werfepas dar peran MK

sehavai pelake kekuasaan kehakiman di Indonesia. Suatu konsekwensi logis

I

Megara Kesotuan Republik Indonesia { selanjulnyva disinglar MR ) schapai
Megara Hukum adalah erjaminnyva kekossaan kehakiman vang merdeka untuk
menjalankan peradilan puna mencgakkan hukum dan keadilan berdasarkan
LLDNRL 1945,

Namun kenyatean dalam pencgakan hukum banvak sekali hambatan
dan tantangan vang dibadapi oleh para penezak hukum termasuk dalam hal ini
ME sebagai salah satu pelaky Kekuasaan Kehakimon. ME sebagai  peloku
kekvasaan  kehakiman wvang mengemban amanat dari masyvararakar di
harapkan dapat memberikan putusan vang seadil-adilaya dan sesusi dengan

harapan masyarakat. D sinilah kemampueas seomng penegak hukum akan

 Phpent dilihar Pasal 4oyl § 20} Perebalon Ketign Uisdang-Undang Dasar Megane Bepubiik
Indemesia Twhun (945
Fatibe Trawwlan Tutik. Loc 3 him, 2
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dinila: apokatr dia akan teap menyelesaitkan dan memberikan suatu putusan
witlmupun hanyak fakior penghombal.

Dalam penegakan hukum pasti banyak masalah yang akan dihadapi
cleh penegak hukum baik itu datang dari lembaga kekvasaan kehakiman
sendiri ataupun dari luer lembaga i, Dalam halangan vang mungkin dihadapi
oleh penegak hukum adalah: 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan
diri dalam peranan pihak lain denpan siapa dia berintekrasi, 2} Tingkat
aspirasi vang relatf belum linggl. 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk
memikirkan masa depan sehingga sulit sckali untuk membuar suatu proyeksi,
4y Belum adanya kKemampuan untuk menmenda pemuasan suate kebutuhan
tertentu terutama kebutuhan matertl, 3) Kurangnya dayva novatil vang
sebenarmya merupakan persaingan konservatisme,”

Secera komtekstual sebagai bagian dan kekuvasaan kehakiman ME
merupakan sulah satu hasil dar perohahan ULIDNR]D 1945 pada Amandemen
ketipa, karena sdonys  pembabarvan dalam sistem ketataneparaan  dan
kekugsaan kehokiman i Negara [ndonesip. ME scbapai pelako kekuasaan
kehakimaen tidak dikenal sebelumnya, skan tetapi setelah adanva amandemen
Retiga UUDNRL 1945 dan seiring dengan perkembangan zaman, MK menjadi
salah satu bagian dari Kekuaszan Kehakiman di Indonesia,

Keberadaan MK schapai bagian dari kekuasaan kehakiman dalem
sistem  kEetatancgaraan Republik Indonesia berawal dari sejamb - modem
Jucliciad Review vang merupakan ciri utama kewenangan MA Amerika Serika

vang di lakukan oleh MK sejak terjadinya kasus Marburi Vs Madison pada

Takun E803 vang menvebabkan terjadinya pembobomumn i henua Eropa, di

* Ruwerjuno Sackane, Faekior — Fadior g Weimpengaendy Pevvgabon Rrdaen, T, Baja Grlindo
Parsicly, Jukuna, B him, 34



mana pencgak hukum molai herpikie tentang keberadaan dan manfaat darn MK
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dalam negaranya.
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Dalam ULIDNRE 1945 hasil Amandemen banyak terlibat perubatian-
perubahan vang ditketi dengan pembaharan dalam sistem Ketataneparaan
Republik Indoenesia, Perubahan dan pembaharoan ini tampak jeles dari
| perabahan Undang-Undang Dasar Tahun 1943 (selanjutnya disingkat 11D
1945) yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga negara, misalnya
() Kekuasazn legislatif, kbususnva menpenai kedudukan,  swsunan, dan

kekuasaan Majelis' Permusyawaratan Rakyal {selanjulnyva disingket MPR),

penambahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (selomjutnys  disinghot
DPRL dan adanyva Dewan Perwakilan Deerah (selanjulnva disingkat 1P,
(i) Kekuaszan eksekutif | Presiden) mengalami permbatasan atau pengurangan,
doan (i} Kekusseon yudikatif terutama kehadiran MK dan Komisi Yuodisial
{selamjutnya disingkat KY)."

3 sini lerlihal jelas seiring denpan perkembanpan zaman semakin
banvik permasalahan vang akan timbul dan dihadapi Negara Indonesta,
schinga  diperlukan  seato  lembaga nepara lain untuk menguros  dan
mengatasinya. i dalam Pasal 10 avat (1) dan (2} Undeng- Undang
{Sclanjutnya disingkat LU Mo, 24 Tahun 2003 tentang Mk . Pada Pasal {13
dijelaskan bahwa ME berwenang mengadili pado tingkal pertarma dan terakhir
vang putusannyva hersifal finmal untuk - {a) Menguji UL terhadap UUDNRI
1945, (b Memuotos  senpketa  Kewenangan  lembaga  nepsrs yang
kewenangannya diberikan oleh ULIDNRTD 1943, {(c) Memuotus pembubaran
partai pofitik, () Memuotes perselisihan entang  hasil pemiliban amuom.
Sedangkan pada Pasal (2) dikatakan MB wajib memberikon putuesan stas
pendspat DPR bahwa Presiden dandfstane Wakil  Presiden  didupa  1elah
melakokan pelangearan hukum  berupa pengkhianatan terhadap  nepara,

Sarwar Biahaon, Mk e Ualdamal Soesnnied SeesndVE Sdosesia, 1L Rapaweali Press
Fukarts, ZWEK, hbis, &

Ikh=an R(IH:r'ildi_l PPurlubtan | haekay Miahtkamay Kanriiiest Meorineg Eebaradaanmia dalam
Simteny Kerananggorann Repab it fadfwmesio, PT ineks Cipa, Jakara, 200, him: 3




BAB IV
PENUTUP

AL Kesimpuolan

1.

Mabkamah Konsiiusi merpakan salah satu pelaku bekvassan kehakiman
di Indonesia vang Ledudukannya sclajar dengan Mahkamabh Agung dan
lembags nesara Iwinnya, sebagai bagian dar kekuvasaan kehakiman MK
merupakan  lembara neeara vong merdeka dan mandini, bebas dar
mervensi pihak manepun  dalam  menvelenggarakan  peradilan guna
mencgakkan  hukum  dan keadilan. MK schapai  lembagn  Nepara
melakukan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembagn negara
lainnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Kedudukan
dan hubungan diantara ME dengan lembaga negara lainnyva dalum sistem
ketatanegaraan bertujvan untuk mendorong terciptanya mekanisme Checks
atel Bolances dalam sistem ketetanegarssn di Indonesia. Putusan veng
dikeluarkan ME terhadap pengujian suaty UL terhadap ULD kadangkala
masih menimbulkan kentroversi di tengah kelidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegars. Hal ini dapar ki libot pada Putusan MK
No JOSPUL-IV2006 Penhal Pengujian UL No.22 Tahun 2004 Tentang
KY dan UU Nod Tabun 2004 Tentang Kekuasaan Kehokiman Terhadap
UuD 19450 Dengan keluamya putusan ini KY  tidak  mempunyai
wewenang  untuk mengawasi hakim Kenstitusi lagi. hal ini sangat
disayangkan  oleh  bamyak  pihak  karena  dikawatickan  semakin

berkembangnya prakiek mafia peradifan. Pasal 24 C perubaban Ketiga
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ULIDNEL 19495 dinyatakan babwasannya MK berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir vang putusannva bersifat final namun
kenvataanya  putusan. MK No.  012-006-019%PUL-IV2006  Perihal
pengujian UL Moo 300 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
harupsi Terbadap UUDY 19435, vang mengabulkan permohonan terhadap
Pasal 33 UU KPK akan tetapi dalam hal ini MK juss memberiksn
tenggang wakiu paling lama 3 (tiga) Tahun untuk memperbaikinva, Di sini
tetilat tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan
kenyataan yvomg adas dalam kehidupsn hermasyarakat herhanpsa dan
bernepari.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang di berikan kepada MK
banyak kendals yang dibadapi baik it dari segi sistemn hukum. teori
hukum ataupun dalam pelaksanannva, Dari seni hukum  Indonesia
mengenil adanva sistem Hukum Anglo Saxen dan Eropah Kostinental,
dalem teort hukum banyakoyva terfadi perubahan setelah rejadinga
Amuendemen terhadap UUTY 1945, sedangkan dalam pelaksanaanyn masih
kurangnya pemabaman dari masyarakat testang persoalan vang terjadi
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini permasalahan yang sehorusnya
diselesaikan  di MK dimchonkan ke Pengadilan  Nengri  ataupun
sebaliknya. Untuk i perls adanya suatu aturn yang mengatur sejauh
mana  kedudukan ME dalam sistern kelstanegaraan dan Kekussaan
kehakiman di Indonesia sehingga keberadaon dari MK benar-benar dapat

dirasakan dalam kebidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Di



samping ilu salah satu kelemahan ME di Indonesia adalab keeena tidak
mengenal stilah Censritisional Complain (Pengaduan Konstitusi) dan
Constitnyiona! Owestion (Permohonan Konstitusi). Padahal keberadan dari
Comstitsivna Complain (Pengaduan Konstitusi)  dan Constiusionnd
Cwestior (Permehonan Konstitusi)  sangat besar  dalam sistem
ketatancgaraan dan kchuasean kehakiman di Indonesia.
B. Saran

. Untuk masa yang akan datang sangat dibarapkan sekali ME bersifat
dinamis dan mampu menangkap asas-asas dan kaidah bukum vang ada
dalam masyarakal serta dapal membangun keselarasan sebhagal suatu
sistemn hukuen dalam merespen repormasi di bidang hukum dalam rangka
penegakan hukom di Indonesin. Mengingat arti penting dari keberadaan
MK dalam sistem ketataneparzan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia
diharapkan Mk melalui Hakim Konstitesi dapat menangani setiap peckor
vang diajukan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara
vany dijuken, i samping itw MK juga haros menjaga hubungan dan
kerjusema yane baik dengan lembaga Negara vang lainnya dalam sistem
ketatanegarpan di Indonesia, Thal ini dilskukan karena ME  selalu
berfubungan dengan lembaga-lembagn Negara lainnva dalam sislem
ketmtancearaan  dan kekeosaon  kehakiman  di Indonesia.  Dalam
melaksanakan tugas. wewenang  di herapkan kepada MK uniuk selaly

berpegang  teguh kepada UUDNRI 1945 sebagai nomna dasar
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